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PENDAHULUAN 

Sistem keuangan dan rez.im anti pencucian uang merupakan dua variabel diskursus yang 
sating berkaitan dan tidak mungkin terpisahkan. Pe~indungan terhadap berbagai aspek sistem 
keuangan berkorelasi positif dengan penerapan yang konsekuen alas standar-standar rezim anti 
pencucian uang. Standar-standar yang dibentuk pada rezim ini pun menyasar langsung pada aspek
aspek sistem keuangan, mulai dari institusi keuangan, transaksi-lranksaksi keuangan hingga berbagai 
praktik jasa keuangan lainnya. Hal ini harus dipahami demikian, karena pada dasamya pembentukan 
rez.im anti pencucian uang lidak semata-mata ditujukan untuk memberantas kejahatan pencucian 
uang serta kejahatan asalnya, tetapi pada tala ran yang lebih luas dan komprehensif rezim ini berupaya 
melindungi integritas dari sistem keuangan.' Secara sederhana, per1indungan alas integritas sistem 
keuangan berarti mempertahankan keabsahan sistem keuangan secara hukum (legitimate financial 
system), atau lebih konkret lagi sistem ini memiliki keadaan/ kualiatas yang benar-benar te~aga dan 
bebas dari segala bentuk penyalahgunaan sistem (abuse of financial system) 3serta be bas dari segala 
bentuk kontaminasi harta kekayaan hasil kecurangan/kejahatan. 

Pada rezim anti pencucian uang, tujuan perlindungan integritas sistem keuangan 
sebenarnya lebih ditujukan pada inti dari sistem keuangan (core of financial sysrem) a tau yang secara 
konkret direpresentasikan oleh perbankan. Peter Reuter dan Edwin M. Truman menegaskan hal ini 
berdasarkan pemahaman bahwa perbankan memiliki porsi fungsi ekonomi yang lebih besar. 
Perbankan berperan atas kolektfitas dan pergerakan dana masyarakat yang demikian besar sehingga 
memegang peran sentral pada perekonomian hari ini.' Sekalipun demikian, standar-standar rezim anti 
pencucian uang menurut Rekomendasi-Rekomendasi FATP tetap dirumuskan bagi setiap instiiusi 
keuangan, tidak terbatas pada perbankan saja. lnstitusi keuangan ini menurut ketentuan UU No. 8 
Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015 dirumuskan sebagai penyedia jasa keuangan. Bahkan, tidak 
hanya berhenti pad a institusi a tau penyedia jasa keuangan, pendekatan berbasis risiko menu rut rezim 
anti pencucian uang juga menempatkan institusi non-keuangan serta profesi-profesi tertentu sebagai 
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pihak yang harus melakukan berbagai tindakan dalam kerangka pencegahan dan mitigasi berbagai 
risiko alas kejahalan pencucian uang, seperti perusahaan properti/ agen properti, pedagang logam 
mulia atau perhiasan, bahkan juga perusahaan kasino juga profesi-profesi advokat, nolaris, dan 
akuntan. 

Apabila dikaji lebih lanjut, rezim anti pencucian uang memiliki standar-standar dasar yang 
aplikatif, artinya dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu, standar-slandar tersebut dapat pula 
diterapkan pada beragam pelaku usaha/ bisnis lainnya, tidak terbatas pada subjek-subjek tertentu 
yang ditentukan dalam standar rezim anti pencucian uang. 

Hal ini karena standar-standar rezim anti pencucian uang selalu berl<aitan dengan 
pengaturan ten lang transaksi serta penanganan hubungan dengan pengguna jasa/ barang (customer, 
client}, dan dua komponen terse but secara log is pasti dimiliki oleh setiap pelaku pelaku usaha/ bisnis, 
termasuk yang berbentuk korporasi. Bentuk badan usaha korporasi ini menjadi instrumen yang 
mayoritas dipilih oleh para pelaku usaha/ bisnis, te~ebih bagi mereka yang memiliki nilai dan jumlah 
transaksi yang besar serta pengguna jasa barang yang banyak. Jika dalam hal ini, tujuan utama yang 
hendak dicapai adalah pe~indungan atas integritas sistem keuangan korporasi, maka standar·standar 
rezim anti pencucian uang tersebut dapat disusun secara kolaboratif dan komplementer dengan 
berbagai prinsip-prinsip penting lainnya seperti prinsip tala kelola korporasi, atau prinsip keuangan 
Basel (prinsip keuangan bagi koporasi perbankan). Perpaduan standar dan prinsip yang berintikan 
pada pencapaian integritas sistem keuangan ini oleh R. Barry Johnston dan John Abbott dikonktusikan 
sebagai komponen-komponen integritas sistem keuangan.• Komponen-komponen integritas sistem 
keuangan tersebut dapat dikaji penerapannya pada ruang lingkup lebih kecil yakni sistem keuangan 
korporasi, termasuk pula yang terpenting ialah hubungan dan persinggungannya dengan standars· 
slandar rezim anti pencucian uang. 

Korporasi yang dimaksud dalam kajian ini tidak terbalas pada korporasi dengan core 
business sebagai penyedia jasa keuangan atau institusi keuangan semata, melainkan korporasi 
secara umum atau korporasi dengan core business apapun. Rasionalitas ini dapat dipahami karena 
korporasi dengan usaha pokok apapun pasti memiliki sistem keuangannya masing-masing. Sistem 
keuangan ini menjadi jantung dari korporasi tersebut, sehingga apabila sistem keuangan ini tidak 
mampu dibangun dengan basis integritas yang memadai, maka risiko korporasi tersebut tidak hanya 
berl<ailan dengan kejahatan pencucian dan kejahalan asalnya saja, tetapi juga kerentanan alas segala 
bentuk penyalahgunaan sistem keuangan (abuse of financial system) yang dapat berujung pada 
kerugian dan kegagalan korporasi tersebut. Berdasarkan dasar·dasar pemikiran tersebut di atas, 
maka tulisan ini membahas: 

1. Hakikat integritas sistem keuangan dan penyalahgunaan sis tern keuangan pada korporasi. 
2. Penerapan kompononen-komponen integritas sistem keuangan korporasi, beserta 

hubungannya dengan standar rezim anti penoucian uang sebagai strategi dasar korporsi dalam 
menanggulangi penyalahgunaan sistem keuangan korporasi. 

PEMBAHASAN 

Hakikat lntegritas Slstem keuangan dan Penyalahgunaan Slstem Keuangan pada Korporasl 
Sebelum kajian ini masuk pada pembahasan tentang penerapan komponen·komponen 

integrilas sistem keuangan yang harus dimiliki suatu korporasi, maka penting untuk menkonkretkan 
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terlebih dahulu makna sistem keuangan dan integritas sistem keuangan itu sendiri agar tidak timbul 
perbedaan serta distorsi pemikiran tentang variabel-variabel dalam kajian ini. Sistem keuangan dalam 
ruang lingkup negara dan masyarakat, disusun alas ber6agai unit institusi dan pasar yang berinteraksi 
dengan cara-cara yang kompleks, bertujuan untuk menggerakkan dana baik untuk investasi maupun 
berbagai fasilitas lainnya, di antaranya penyediaan sistem pembayaran untuk aktivitas komersial 
masyarakat. Unit-unit insitusi yang terlibat dalam interaksi ini terdiri dari berbagai jenis, mulai dari 
institusi keuangan sebagai aktor utama, pemerintah, hingga institusi non-keuangan yang khususnya 
memiliki dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat. lnstitusi keuangan sebagai aktor utama 
memiliki peran dalam sistem sebagai perantara untuk menghubungkan pihak-pihak yang memiliki 
dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana dan secara khas biasanya bertugas mengubah 
serta mengelola risiko-risiko keuangan yang ada.' Berdasarkan pengertian sistem keuangan tersebut, 
maka integritas sistem keuangan bertitik tolak pada pengertian tentang kodisi kesehatan sistem 
tersebut, utamanya tentang kepatutan, kejujuran dan kepatuhan sistem tersebut akan standar dan 
kode etik tertentu.• 

Pada konteks rezim anti pencucian uang, maka rezim ini berperan melindungi sistem 
keuangan agar dapat be~alan dan berfungsi secara sah sebagaimana mestinya. Kejahatan pencucian 
uang yang dilakukan jelas merusak keabsahan sistem keuangan secara hukum (legitimate financial 
sytem), karena kejahatan ini menggunakan sistem keuangan tersebut sebagai pelindung untuk 
menutupi pergerakan dan penggunaan hasil kejahatan, bahkan dapat melindungi pendanaan atas 
kejahatan lainnya, termasuk terorisme (pendanaan terorisme). Dampak ini jelas mengancam 
keselamatan masyarakat, mengacaukan reputasi institusi-institusi keuangan dan bahkan dapat 

merambah pada kerusakan sistem perdagangan serta keuangan di tingkat global dimana 
kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat bergantung pada sistem-sistem ini. Peter 
Reuter dan Edwin M. Truman terkait hal ini menekankan pembahasan integritas sistem keuangan 
dalam konteks negara dan masyarakat. Menurut mereka, institusi keuangan sebagai inti dari sistem 
keuangan negara memiliki peran besar yang berkaitan dengan barang-barang (uang, dana) milik 
masyarakat, pemerintah dan negara (public goods) termasuk likuiditas dana tersebut sehingga 
lembaga ini disebut menjalankan fungsi-fungsi kuasi-publik (quasi-public utilities). Atas fungsinya 
tersebut maka sudah semestinya lembaga ini patuh pada kode etik perilaku, norma-norma sosial, dan 
tertebih pada aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, tidak ada kompromi, selain institusi keuangan 
menyelenggarakan sistem yang benar dan balk demi masyarakat. • 

Sistem keuangan dalam konteks negara dan masyarakat tentu harus dibedakan dengan 
sistem keuangan dalam konteks korporasi, sekalipun pemahaman terkait integritas sistemnya dapat 
saling berbanding lurus. Sistem keuangan dalam konteks korporasi berkaitan dengan upaya-upaya 
pengelolaan aset, neraca dan laporan keuangan, permodalan serta manajemen keuangan.'0 Aswalh 
Damodaran merumuskan keuangan korporasi sebagai setiap upaya korporasi yang memiliki dampak 
terhadap keuangan bisnis dari korporasi tersebut, hat ini secara spesifik meliputi sumber-sumber dana 
korporasi, struktur permodalan korporasi, keputusan-keputusan manajemen untuk meningkatkan nilai 
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keunlungan korporasi (khususnya pemilik korporasi alau pemegang saham) serta pengalokasian 
sumber-sumber keuangan korporasi. Sistem ini menghubungkan akunlansi dan manajemen pada 
korporasi yang berinti pada tujuan untuk meningkatkan nilai bisnis korporasi lersebut." Terkail 
dengan inlegrilas sislem keuangan, maka hal ini menjadi janlung dari suatu korporasi ler1ebih jika 
korporasi ilu bergerak di bidang keuangan. lnlegritas sistem keuangan ini dibentuk oleh serangkaian 
aluran hukum, regulasi dan kode elik unluk menjaga atau melindungi upaya-upaya yang bertujuan 
pada peningkatan nilai bisnis korporasi tadi dari penyalahgunaan (abuse of financial system)baik oleh 
pihak yang berada dalam sislem (insider) maupun pihak yang berasal dari luar sislem lersebut 
(outsider).'2 Pihak yang berada dalam sistem ini konkretnya adalah peke~a alau karyawan dari suatu 
korporasi, sedangkan pihak yang berasal dari luar sistem adalah pihak-pihak lainnya selain karyawan 
yang berhubungan dengan korporasi, mulai dari konsumen hingga mitra bisnis dari korporasi tersebut. 
Penyalahgunaan alas sistem dapat pula dilakukan secara lerencana dan terorganisir melalui 
kerjasama antara pihak dalam dan pihak luar sislem. Jika digambarkan secara sederhana berikul 
skema yang terbentuk ten tang integritas sislem keuangan korporasi: 

Skema 1. 
lnlegrilas Sislem Keuangan 

Dari segi perbuatannya, penyalahgunaan yang menyerang dan merusak sistem keuangan, yang 
mengindikasikan adanya kerusakan integritas sislem keuangan khususnya pada korporasi memiliki 
modus dan kategori yang beragam mulai dari sekedar pelanggaran etika-elika keuangan di korporasi 
hingga pada lalaran paling beral berupa kejahalan. Pada modus berupa kejahalan, maka kejahalan 
lerkail penyalahgunaan sistem keuangan dapal disimplifikasi sebagai kejahatan keuangan. Kejahalan 
keuangan merupakan kejahatan lerhadap harta kekayaan (crime againts property). Kejahatan ini 
dikendalikan oleh kehendak untuk memperoleh akses dan penguasaan alas harta kekayaan orang 
lain,'3 dan berpokok pada perbualan-perbuatan yang menggunakan lipu muslihat demi perolehan 
keuntungan yang tidak sah, umumnya melibalkan pelanggaran alas kepercayaan dan penyiasatan 
untuk menyimpangi aktivitas yang seharusnya. 
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Menurut K. H. Spencer Picket dan Jennifer Picket kejahatan keuangan dan kecurangan 
(penipuan) serta kejahatan kerah putih merupakan term_inologi yang hakikatnya dapat dipertukarkan." 
Kejahatan keuangan yang dilakukan dalam konteks korporasi sebenarnya sama dengan kejahatan 
korporasi pada umumnya, yakni memiliki 3 model, terdiri alas kejahatan keuangan yang dilakukan 
untuk korporasi (crimes tor corporation), kejahatan keuangan dilakukan temadap korporasi (crimes 
against corporation) atau korporasi yang dibentuk khusus untuk melakukan kejahatan (criminal 
corporation).'s Ketiga model kejahatan keuangan tersebut di atas pada dasamya sama-sama 
mencerminkan kerusakan integritas sistem keuangan korporasi. Akan tetapi, jika tujuan yang hendak 
dibangun adalah perlindungan temadap integritas sistem keuangan korporasi, maka upaya-upaya 
yang dibentuk utamananya berfokus untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kejahatan 
keuangan yang dilakukan temadap korporasi (crime against corporation) serta kemungkinan pula 
kejahatan keuangan untuk korporasi (crime for corporation). Tetapi yang pasti tidak untuk model 
criminal corporation. Hal ini dapat dipahami demikian, karena pada criminal rorporation, personil 
pemilik atau pengendali korporasi sudah memiliki kehendak jahat bahkan sebelum korporasi didirikan, 
artinya sudah sejak awal pula korporasi atau personil pengendali korporasi tidak memiliki iktikad untuk 
melindungi integritas sistem keuanganya. Berbeda halnya dengan crime against corporation atau 
crime for corporation, pada dua model kejahatan ini, korporasi tidak didirikan atas kehendak untuk 
melakukan kejahatan. Untuk crime against corporation kehendak jahat yang sesungguhnya muncul 
dari pihak-pihak lain yang justru berupaya menyerang kehendak baik korporasi untuk melindungi 
integritas sistem keuangannya a tau untuk crime for corporation kehendak jahat ini baru muncul setelah 
pendirian korporasi, seperti untuk melindungi kepentingan operasional dan keuntungan pemilik 
korporasi. 

Terkait kejahatan keuangan yang dilakukan temadap korporasi (crime against corporation) 
sebagai fokus utama dari upaya perlindungan sistem integritas keuangan, maka kejahatan ini juga 
dapat disebut dengan employee crime, occupational fraud, intemal fraud, atau fraud againts the 
organization." Pada konteks ini, kecurangan yang te~adi dapat bemubungan dengan kedudukan 
pelaku kecurangan dalam korporasi tersebut. Semakin tinggi jabatannya, atau semakin senior 
kedudukan pelaku, maka semakin besar peluang untuk melakukan kecurangan dengan kerugian 
besar bagi korporasi." Terdapat tiga klasifikasi utama occupational fraud/ internal fraud yang dapat 
mengancam integritas sistem keuangan korporasi yakni penyalahgunaan aset, korupsi, dan 
kecurangan alas instrumen atau laporan keuangan. Sekalipun kejahatan keuangan temadap 
korporasi dapat diidentifikasi dalam bentuk employee crime, occupational fraud atau intemal fraud, 
namun kajian tentang integritas sistem keuangan membentuk pemahaman yang lebih !uas atas 
rumusan kejahatan ini. Paradigma tentang integritas sistem keuangan sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya menegaskan ancaman penyalahgunaan sistem keuangan oleh orang-orang yang 
berasal dari luar sistema tau dari luar korporasi, termasuk juga penyalahgunaan oleh orang-orang luar 
sistem yang beke~asama dengan orang-orang dalam. Penyalahgunaan yang demikian bisa 
diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya kecurangan oleh konsumen, penipuan oleh mitra bisnis, 
hingga kejahatan korupsi dan pencucian uang yang memanfaatkan sistem keuangan suatu korporasi 
unluk penempalan hasil kejahatan, juga untuk menutupi a tau menyamarl<an hasil kejahatan .. 

Alas berbagai bentuk penyalahgunaan sistem tersebut, R. Barry Johnston dan John Abbott 
menegaskan bahwa ada banyak contoh perusahaan-perusahaan (korporasi) besar di berbagai 
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negara yang mengalami kerugian alau bahkan kegagalan akibat adanya kecurangan dan penipuan 
atas sistem keuangannya. Beberapa data dan lakta dapat digunakan sebagai rujukan untuk 
melengkapi pemahaman terkait persoa!an ini. Salah satunya adalah survei bertajuk Global Economic 
Crime and Fraud Survey di tahun 2018 yang di!akukan oleh suatu organisasi yang bergerak di bidang 
jasa penjaminan kua!itas (quality assurance), perpajakan dan konsultasi bemama Pricewaterhouse 
Coopers (PwC). Survei yang berfokus untuk mengidentilikasi kecurangan dan kejahatan ekonomi 
pada korporasi a tau pelaku usaha ini di!akukan terhadap 7228 responden korporasi/ pelaku usaha dari 
123 negara dan teritori yang berbeda. Hasil survei menunjukkan, 49% responden menyatakan Ieiah 
menjadi korban dari kejahatan ekonomi atau kecurangan dalam dua tahun terakhir (2016-2018). 
Presentasi ini meningkat dibandingkan survei serupa yang dilakukan tahun 2016, yang hanya 
mencapai 36%. 

Dari presentase tersebut, 52% pelaku kecurangan dan kejahatan merupakan orang-orang 
dalam korporasi (aktor internal), sedangkan sisanya 40% merupakan orang-orang luar korporasi 
(aktor ekstemal). Pelaku-pelaku orang dalam ini, sebanyak 24%-nya merupakan orang-orang yang 
memiliki kedudukan pada level manajemen senior, sedangkan untuk pelaku-pelaku orang !uar 
korporasi sebanyak 68% merupakan pihak-pihak dikenal dengan sebutan frenemies, yakni pihak
pihak yang berteman dengan korporasi, artinya memiliki hubungan bisnis dengan korporasi tersebut 
baik sebagai agen, vendor, mitra bisnis bersama ataupun konsumen bisnis korporasi tersebut, namun 
sekaligus juga pihak-pihak ini menjadi musuh korporasi dengan melakukan kecurangan atau 
kejahataan yang merugikan korporasi. Modus kejahatan yang dideteksi pada survei tersebut juga 
beragam, namun empat urutan teratas kejahatan yang merugikan korporasi terdiri alas 
penyalahgunaan aset (48%}, kecurangan/ penipuan yang menggunakan teknologi inlormasi/ 
cybercrime (31%), kecurangan o!eh konsumen (29%), dan perilaku bisnis menyimpang 
(28"/o).Berkaitan dengan kerugian yang diderita, maka sejumlah 64% responden mengaku kerugian 
akibat kejahatan atau kecurangan yang Ieiah te~adi pada korporasinya mencapai $US 1 juta atau 
kurang lebih Rp 14 miliar, dan 16% respond en lainnya mengungkapkan jika kerugian yang dialaminya 
berada pada rentang $US 1 juta sampai $US 50 juta, sedangkan 1% lagi sisanya mengindasikan 
kerugian yang mencapai $US 1 00 juta." Studi serupa juga dilakukan o!eh beberapa lembaga lainnya 
seperti institusi riset Statistic Brain. Hasil risetlembaga ini pada tahun 2015 menemukan bahwa 
jum!ah uang hasil kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh karyawan di Amerika Serikat 
mencapai $US 50 milyar setiap tahunnya.'9 

Lembaga lainnya be mama Hiscox (lembaga asuransi mancanegara) bekerjasama dengan 
lembaga riset korporasi bernama Wakefield Research juga melakukan studi dengan jangkauan 
wilayah Amerika Serikat dan secara spesilik fokus terhadap tindakan-tindakan penggetapan 
(emblezement) atau pencurian oleh karyawan korporasi (employee theft). Hasil studi ini menunjukkan 
total kerugian rata-rata akibat penggelapan di Amerika Serikat mencapai $US 347.650, dan 
perinciannya selengkapnya dapat diuraikan dalam tabel berikut:20 

"Pwc, Puling FtaudOIJI of 1M Shadow, G/dJal ECQ>OI71i Crime l¥ld Fraud Sutvey. ad. PwC. l<>1doo. 2019. <hlt{1s:/lwww.fi"C.com/gx/et1i 
f0111lsic:slglobal-ancf.lraud·SUIV8)'·2018.pdf.>, cla.kse$ langgal14 FebnJari 2019. Su1Yei PwC dlalcul<an letlladap 7228 !O$I)OOCien kllqlo<asi/ 
pe1a1<u usaha dall\23 negara"'"' tmori yang bortloda di $8llJnlh berua (Asia Pasitilc. Amerilc8. Eropa. dan Atr8<a) • dati jurnlah le<Ubu152% ~ 
meNpal<an mecbM<i Jabo1an el<sk1Jet SOf1lor J*Wak>lan kOIJ)O(asi. 4~ m~ koiP«asi publl</1elW<a dan 55% merupal<an ocganioasi yang 111011liiki lobi~ 
doli 1000 lwyawan. 

•sra1istic Sta!l -d11nstilute sebaga!man dll<ulip doli Elaine P<lleldl. This Crime in Th4 w~ i$ Cos!Ylg us 8U$ino<ses $50 8iflon a 
Year, <l!!!pS1!tlww,a!bc,com'2Q17!!)911~usinews·5Q.bj!!ion:a:yP.hllrk ~ tanggaiiS Februari 2019. 

"Hiocox, 2018 Hiocox Emblzzlemlnl Studt: An lllSidet's V-of Employeo 1hel!, New YoB, Hiscox, 2016, <l\~lwww.li$co>.comldQQJmonl!/ 
2018-I(ISCO~·E'mbo.tzfemelli·Siudy.p<tl.>. h. 2·10. ~ 1anggal IS Fetxuari 2019. Sllld alau su<Vti cl:lalwkan temadoll> 200 mpodon dengan .,.& pel<&>ja 
pro!esional yang bette-sebagal kepa!a bagian keuaogatl. penqon:ol alau a1u.w1lal1 yang l)ej(&>ja pad&~~ ponggela~>M atau pencurian o(•~ l<a'Yawan 
tofiadi. 
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Tabel 1. 
Hasil Survei Hiscox dan Wakefield Research tentang Penggelapan atau Pencurian oleh Karyawan 

2018 

. . . 
. ~ . -. . 
1 • r • 

6 33l(, 

Hasil studi Hiscox dan Wakefield Research juga menunjukkan beberapa modus yang kerap 
digunakan dalam tindakan penggelapan di antaranya sebagaimana diuraikan pada label berikut:" 

Tabel 2. 
Hasil Survei Hiscox dan Wakefield Research tentang Modus-Modus Penggelapan atau Pencurian 

oleh Karyawan 2018 
McDis 

Studi lalnnya yang lebih komprehensif dan spesifik d~akukan oleh Asoslasi Pemeriksa Kecurangan 
Tersertifikasi (Association of Certified Fraud Examiners/ ACFE). Lembaga asosiasi ini melakukan studi 
terhadap 2.690 berbagai kasus kecurangan atau kejahatan terhadap korporasi (employee crime, 
occupational fraud/ internal fraud, atau fraud againts the organization), yang didasarkan pada survei 
tahun 2017 dengan responden anggota asosisasi itu sendiri yakni para pemeriksa kecurangan 
tersertifikasi (Certified Fraud Examiner) yang be~umlah 41.573 orang. Kasus-kasus yang menjadi 
bah an studi tersebar pada 23 jenis industri di 125 negara. 

Ada empat kriteria penting dalam survei kasus tersebut yakni (1) Kasus kecurangan/ 
penipuan yang menjadi bahan studi haruslah kasus kecurangan dalam pekerjaan, yakni kecurangan/ 

"ACFE, Repo!1 To The Nations 2018 Global Sludy On Occupaliol1al Fraud And Abuse, Austin, ACFE, 2018, <ht1ps1/s3-us·Wesl·2 amazooaws 
com/acfepubfic/2018-report·UHh.,.nations pdf>, h f.6 
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penipuan yang dilakukan seseorang terhadap organisas/ korporasi tempatnya bekerja (2) lnvestigasi 
alas kasus tersebut berada dalam rentang waktu Januari 2016 hingga waktu responden mengerjakan 
survei (Juli 2017-0ktober 2017) (3) lnvestigasi tersebut harus sudah selesai dilakukan pada saat 

responden mengerjakan survei (4) Responden harus memiliki keyakinan yang beralasan bahwa 
pelaku telah teridentifikasi. Temuan-lemuan kunci sludi bertajuk Global Study on Occupational Fraud 
and Abuse ini secara lengkap dapal dijabarkan dalam label sebagai berikut: 

4 22% 
5 89% 
6 Jl% 
7 10% 
8 75~· 

9 $\JS 114.000 

10 $us 250.000 
11 $\JSIIlG.OOO 

12 $US 104.000 

13 $\JS 200.000 

Tabel3. 

Nil a medi<n ke!Ugiar. (nilai lengah) pEJ kasus. 
Nllli rifa-rata kerugan akblt keciRil{lan yang ferjall. 
Kasus menyeb<bk<n r.ilai ken.gian SUS 1 jl.la alau lebih 
Ki15US be~~~pa lll)dus penyaahguraan aset 
Kasus beRJpa modus korupsi 
Kasua beJUp!llll)dus keaJrang~n alasilllllrunm/ lapo~an k91.Bngan. 
Kerugar yarg disebatMn kecurangan oleh pelaku laki-laki 75% looih besar 
dibandngkar kocur<ngan oleh psaku pe~ef1l)uan. 
Nila medan kerugian (rilai len~J~h) unlulc kasus lilngan rrod\.11 
penyalahg.M188n aset Modus ini paling sering dlaktJ<oo tltap rrenyebabkan 
kerugfan palirg kecil_ 
NiiEi medi<n kerugiar. {nilai tengat-j urtukkasus dengan modus koropsi. 
NU!i medan ka-ugian ,ilai tEI'lglll)ll'luk ka&us dengan modus kll<unngan 
alas lnslunenl ISflOI'CWI keuargan. Mxlls lni p8ing jararg dlaklfql te&pl 
m8'1ylilabkan kerugian palilg besar. 
Nila median kerugian (nilai tenga/l) unluk korporasi skala besa- (lebih dari 
1 00 ka-yawan)_ 
N~li rmdilll k8rugiln (rilai llln!Jih) UltukkoipOI'lllli skalakecilfebihdari 100 
kBJY2.wan~ Koi'II(II1Bi skala kecilldlih rrerllerms k~an h~ir dua kall 
lllat alas lu!allr!!M' IBii:!Ual W!1l! lerja!!j. 

Presentase kerugian akibat kecurangan dalam pekeqaan menu rut hasil studi ACFE secara lengkap 

dapal dirinci dalam label sebagai berikut:" 

Tabel4. 
Hasil Sludi ACFE lenlang Presenlasi Kerugian akibal Kecurangan dalam Pekerjaan (Occupational 

Fraud) 

Hasil sludi, rise! alaupun survei sebagaimana Ieiah dipaparkan di alas menunjukkan bahwa 
penyalahgunaan sislem keuangan korporasi dalam berbagai modus kecurangan alau kejahatannya 

merupakan ancaman nyata bagi kerugian korporasi. Pada tataran kronis, berbagai penyalahgunaan 
sistem bahkan tidak hanya menyebabkan kerugian korporasi saja, tetapi juga mampu mengakibatkan 

200 1 Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia 



kegagalan korporasi artinya korporasi tersebut benar-benar berhenti, tidak bisa beroperasi lagi, dan 
karyawasan, manajemen, direksi serta pemilik atau pemegang saham menanggung kerugian lebih 
besar lagi. Beberapa contoh kasus-kasus konkret yang menunjukkan kerugian besar bahkan 
kegagalan korporasi akibat adanya penyalahgunaan sistem keuangan korporasi dapat diuraikan 
dalam label sebagai berikut: 

Tabel5. 
Kasus-kasus Konkret Kecurangan dan/ atau Kejahatan terkait Penyalahgunaan Sistem Keuangan 

Korporasi 

Peleku: 
Ora'lg dal<l!l koe>orasi 
10-'lllaiiiiD<b; 
Kscura1gan ala> iapllan keuangan 
llllrnpek; 
Kotporasl nl!)i dan banlcrut 

aCNN, Enron Fast Fact, <h!tllfJII!IIourn !l!l!II!2llt3t!llr!l2/uslaorpltl!-lftkldox.lltml>. CIIIN Ubrary, 2015, cfl&kses !anggal I 0 Februari 
2019. Richard Oppel dan Roas Andrew So/kin, Emoo's Collapse: The OveMew; Enron Ccllaps8s as Suitor Cencsls PIBns for Metgt11, The New YOI!< Times, 200 I, 
<hl!Di/ylwN.nytimes.cam'2001it1~-en!ll!l1X!!!aDO!!HHU!tor-cancels-D!ans-•rh!ml'1oagawanted=a!bdiakses 
!anggal 10 Februari 2019 

~RivaD.AIIasdanSioonRornero, WOiticool'sCo/lapse- TheOverriew- WOiticooiFr18sFor~U.S.case-NYrii7!0S Gem, The 
New YOI!< runes, 2002, <hl!D:Ifwww.nyljmes.com!2002/07122Jus!Worldco!!!+CQI!a!!S!!-I!!e-qyeryiew-wor!dcom-fi!es-~kruptcy=Jargast1JS.qose him!> diakses 
lllnggal 10 Februari 2019 Dan Ackman, Bemie Ebbers Guil1y, <Foil>es.com 20()5 https:llwww I!J!bes.ca!!!12QQW3,115{g da 0315obbo!Jgul!ty.hbnl> di8kses 
1angga110 Febnrari 2019. De!ik Finance, CEO WorldCom Diven~ Bersalah, Detik com, 2005, <h!ID6ifflnance detil!.com'buraa-dan ... !as/d-3183711~
divon!s=bersalah> diaksas !angga11 0 Februari 2019 

aCNN, Nlssan Rugi Ra!usan Millar Rupiah Gara.<Jara Carios Ghosn, CNN, 2011. sDIIDJ/IwW\! gnn!odonll&~190121 103321:311 
+362590!n~n-rugi·ratusan-mjliar·NQiah-gara1!ira=CI!!!osiihoJn> dlal<sas !anggal12 Febnrari 2019 Wawan Priyanto, Skandal Car1oo Ghosn, Jose Munoz 
Mundur Oari Nlssan, Otomol!! Tempo.Co, 2019, <hltl!silol!!moti! temoq.colrJad/11§4170/stqmdak:ar!os-ghosn·k!sHJunoz-mundurilat!n~san?O!omoti!IJ1ama& 
eampaiqi=Q1omo! Click 1> diokses !anggal12 Februari 2019 
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Pei!IW 
01-..g- btkf<ji WU dtnglll 
~luorlolrpone; 
IIIISiitWIMOctA 
lloaur111g111olnllporu Hlllflilil\ 
kur~ (llfltllilllg.,..n IMI 
lulrpcntl 
lllmpo.< 
KG!poiiiiiVQI dan lllnknll 

K-'Hlt C un Wlloh Mnn9 petpt~lll filii 111«11JTIJ IMIIonpl 
kolpCinll yang b!rgel'lll al bi'*'l!oupp ... plpotpipll mi;ae dl Batam 
d~~Ureraya PTJdiii!II!IEnglnwlngdllnPTSI-AaiLTI!IIIedll(l 
li>fiiOrulollel!lcr•l mdl< Klllln Wle CUn iJi, ~ .... l<llyawannya 
ddugo lllllllclklll kla.tangon 8111U p111 """"· ICarjllllllln yang laldi1 *' Mal SUI&nto tnanat•l. Su"~rj t>agian accOJntlnQI. 11 san 
tlon~J~Wti~R llkpodlaO, d., Fendl Wong bllkaja11811B den~ 
kory....., bank Ulluk nalllkukan tmnsakll poilu em n11110 k<op>nooi 
dlln uq-oang hasl lnln•bl tB"ntnA tldak mmuk b korpcnsl 
-onya parw ptlloku mentn1111 lll!dll -an, eok, klukt 
pengambllln din pengr.,., poilU y111g tidlk .-.li donglal hall 
print kcnn buku IMungan korporui. Panlpuan hi dhiollan pod& 
<U~ning·-ing kcrpco&!li mikllw.lWioC'"' 113 bonk, yanl Bonk 
UCB, Panln dan BPFi Dllno Uanna. Pompuan lrl bolh•ll ~ 
"""' madill korpcnll sellesar Rp 7,1 rrllyllr dill ~
i<II(XIi'lsl-lt"'!!cr•l Kw.,WitCUn rerpatulklok bllo bftpwal"'l" 

Penerapan Komponen-Komponen lntegritas Sistem Keuangan Korporasi dan Hubungannya dengan 
Standar Rezim Anti Pencucian Uang 

Berdasarkan penjelaskan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa perlindungan integritas sistem 
keuangan korporasi berarti perlindungan atas penyalahgunaan sistem keuangan dalam berbagai bentuk 
modus kecurangan dan kejahatan keuangan, sehingga dalam hal ini tidak akan timbul gangguan-gangguan 
yang merugikan upaya-upaya korporasi dalam meningkatkan nilai bisnisnya, baik yang pelakunya dari dalam 
dan luar korporasi maupun hasil kerjasama keduanya. Perlindungan ini diwujudkan dengan penerapan yang 
konsekuen alas standar-standar berdasarkan komponen-komponen integritas sistem keuangan. R. Barry 
Johnston dan John Abbott merumuskan komponen ini dalam dua konsep yakni persyaratan integritas dan 
prinsip-prinsip integritas. Persyaratan integritas merupaan aspek-aspek dasar atau umum yang meliputi: (1) 
Kerangka hukum korporasi dan sistem akuntansi yang sehat (2) Divisi atau badan akuntan dan auditor 
profesional (3) Pengacara dan hakim yang profesional (4) Sistem pengadilan yang efektif dan memiliki putusan 
yang dapat ditegakkan (5) Transparansi keuangan (6) Tala kelola korporasi yang efektif. 

Sedangkan, prinsip-prinsip integritas sistem keuangan merupakan penjabaran spesifik alas 
persyaratan tersebut di atas yang terdiri atas: (1) Pengawas yang independen (2) Perlindungan hukum 
terhadap pengawas profesional (3) Kontrol internal (4) Audit internal (5) Adanya manajemen risiko (6) 
Pengawasan oleh Dewan dan Manajemen Senior (7) Penggunaan standar akutansi (8) Audit eksternal (9) Tala 
Kelola Perusahaan yang baik (10) Keterbukaan dan transparansi (11) Uji kelayakan/ kepatutan integritas 
individu (12) Uji tuntas nasabah (customer due di/ligence) (13) Transaksi pihak terkait (14) Pencegahan 
kecurangan (15) Saluran untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dalam korporasi atau sistem pelaporan 
pelanggaran (whistleb/ower). Penjelasan dan penerapan prinsip-prinsip integritas sistem keuangan tersebut di 

"JPNN, Modal Perusahaan Rp2,5 Millar Lenyap Di Tiga Bank, JPNN, 2014, <I!!ID!; I/Www-ipn~ru••l!a!!rH!!~•o-Q;IQl-banb 
diakses tanggal 12 Februari 2019 Sugiyarto, Pengusaha 01 Batam Bangkrut Gara-Gara Uangnya Miliaran Rupiah Dibobol Karyawan, tribunnews, 2014, <httpl/www.tribunnews. 
com/regionaV20 14/0&'27/pengugaha-di-batam-bangkrut -gara-sara-uangnya-miliaran-rupiah·d'bobol·kawawan> diakses tangga\12 Februari 2019. 

"Pulusan Pengadrlan Negen Tipikor Surabaya No 57/Pid,Sus/Tpk/2016/PN Sby Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No 72/Pid Sus/2016/PT Sby 
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alas selanjutnya dapat merujuk pada berbagai standar seperti Prinsip Pokok untuk Efektifitas 
Pengawasan Pelbankan (The Basel Core Princip/ef, Prinsip pengaturan sekuritas oleh Organisasi 
lntemasional Komisi Sekuritas (IOSCO), dan Prinsip Pokok Asuransi oleh Asosiasi International 
Pengawasan Asuransi {IAIS), Prinsip Tala Kelola Korporasi G20/ OECD serta yang paling penting 
adalah penerapan prinsip-prinsip tersebut dikaitkan dengan standar-standa rezim anti pencucian uang 
sebagaimana dirumuskan dalam berbagai Rekomendasi FATF. 

Prinsip pertama dan kedua dari integritas sistem keuangan berkaitan dengan kedudukan 
pengawas. Pengawas merupakan pihak yang berkedudukan untuk menilai kepatuhan tugas, 
kewajiban atau peke~aan yang dilakukan seseorang/ kelompok terhadap aturan-aturan tertentu. 
Pengawas dipilih berdasarkan profesionalisme dan rekam jejak integritasnya, sehingga pengawas 
memiliki kualitas independensi yang terukur. Pengawas tidak boleh memiliki hubungan kepentingan 
apapun dengan pihak yang diawasi, bahkan ada mekanisme-mekanisme tertentu yang harus 
dilakukan untuk menghindari kemungkinan konflik kepentingan bagi para pengawas. Kedudukan 
pengawas juga harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai. The Basel Core Principle 
menegaskan adanya perlindungan alas tuntutan hukum terhadap tindakan atau bahkan kelalaian 
yang dilakukan oleh pengawas saat melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik.29 

Pada rezim anti pencucian uang, pengawas adalah lembaga atau otoritas yang ditunjuk 
negara untuk rnernastikan kepatuhan subjek dalarn rezim anti pencucian uang {institusi keuangan, 
institusi non-keuangan, serta profesi-profesi tertentu) terhadap kewajiban-kewajiban yang harus 
dilakukan rnenurut standar rekornendasi FATF. Menurut UU No.8 Tahun 2010, rnaka pengawasan 
dilakukan khususnya alas kewajiban penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban 
pelaporan transaksi-transaksi tertentu oleh pihak pelapor, sedangkan lembaga yang menjalankan 
fungsi pengawasan menurut UU No.8 Tahun 2010 ini beragarn mulai dari PPATK, OJK, hingga 
belbagai lembaga pengawas lainnya. Pada konteks korporasi, rnaka prinsip yang sarna juga dapat 
diterapkan. Pengawas yang independen atau bebas dari konflik kepentingan apapun, harus ditunjuk 
untuk rnernastikan kepatuhan direksi, manajemen dan karyawan atas aturan-aturan terkait 
integritasnya dalam menjalankan kewajiban dan pekerjaannya, khususnya apabila kewajiban atau 
peke~aan tersebut yang berkaitan dengan sistem keuangan korporasi. Apabila diternukan adanya 
indikasi pelanggaran, maka pengawas rnerniliki kekuasaan untuk segera bertindak, dan 
rnerekornendasikan penjatuhan sanksi yang tepa!. Kedudukan yang demikian dalam struktur 
perseroan telbatas, identik dengan fungsi seorang komisaris. Belbagai cara dapat dilakukan untuk 
menjaga independensi komisaris, di antaranya dengan menunjuk komisari independen di luar 
personil-personil korporasi, pemilihan dan pemberhentian anggota-anggotanya dilakukan secara 
berkala, dan terbuka termasuk publikasi terminasinya apabila para anggota pengawas melakukan 
pelanggaran etik.30 

Prinsip ketiga dan keempat terkait dengan kontrol dan audit internal. Prinsip ini memiliki 
ruang lingkup tanggungjawab yang kompleks dari direksi dan rnanajemen (senior) korporasi, yang 
berkaitan dengan stuktur organisasi, kebijakan dan proses akuntansi, sistem checks and balances 
serta perlindungan atas aseV harta kekayaan. Kontrol internal terkait stuktur organisasi dimulai dengan 
perumusan tugas dan tanggungjawab setiap karyawan, manajemen dan divisi, termasuk 

"l'rinsil>pinsip ini dibe<>tui< o!eh Komite Bast~ unMt Pengawa$an Pedlanl<an (84sel Comilte on Benmg SupeM$ion). suatu lembaga yang 
anggotanya me<upakan pB<Wakial1 dari OIOri1as pengawas pe<bankan atau bank semraJ daJi berba!jll nogara.letmas<Jl< Indonesia. 

"Bas.! Commi1teo on BanJcilg SupeMsion. c..& Priro:iplss lot Elftdlvo Banking SupeM$101>. Bast~. Banl< lot lnlemalioo&l Sa-s. 2012, 
h. 22-23. 

"O<ganizalion forE~ Co-Ope<alion and Oevelopmon~ G2GOECO Principles of Cctporato Govotnance, OECD 1/opott to G20 FlllallC8 
~ .-.~ C6rllral Bank GovetnM. Paris. oeco. 201s. h. 1s.11. 
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pendelegasian wewenang, proses pembuatan dan penenlukan kebijakan, pemisahaan fungsi-fungsi 
kritis seperti tungsi pembayaran, akuntansi, manajemen fisiko, hingga audit dan kepatuhan. Kebijakan 
dan proses akuntansi meliputi pengaturan akun-akun keuangan dan perbankan korporasi, daftar 
kontrol, dan sistem informasi. Sistem akuntansi yang digunakan haruslah merupakan sistem yang 
menggunakan aturan dan prinsip-prinsip secara luas diterima sebagai slandar inlemasional.~' Sistem 
checks and balances diimplementasikan dengan prinsip empat mata yakni pemisahan tugas, 
pemeriksaan silang, kontrol ganda atas aset dan tanda-tangan ganda. Perlindungan atas aseV harta 
kekayaan korporasi dilakukan dengan kontrol fisik dan konlrol menggunakan leknologi.32 

Berdasarkan ruang lingkup prinsip kontrol internal tersebut di alas, maka pelaksanaan 
prinsip ini tidak bisa dilepaskan dengan prinsip manajemen risiko, prinsip penggunaan standar 
akuntansi, prinsip pencegahan kecurangan dan prinsip sistem pelaporan pelanggaran 
(whistleblower). Prinsip-prinsip ini secara bersama menyediakan kerangka tindakan-tindakan 
(measures) yang ditujukan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani segala bentuk kecurangan 
utamanya dari dalam korporasi. Dalam bahasa yang berbeda, Tracy Coenen menerjemahkan 
pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut ke dalam 3 (tiga) kategori kontrol yakni, kontrol pencegahan, 
konlrol pendeleksian dan kontrol pengkoreksian. Kontrol pencegahan berfokus pada perlindungan 
aset dan informasi korporasi untuk menghentikan kecurangan (kecurangan belum atau tidak terjadi). 
Kontrol pendekteksian ditujukan untuk menemukan kecurangan secepat mungkin ketika Ielah terjadi, 
sedangkan kontrol pengkoreksian berfokus pada perbaikan alau pemulihan atas permasalahan
permasalahan yang ditemukan, sehingga di masa depan kecurangan dapat lebih dicegah dan 
dideteksi lebih cepat.33 

Pelaksanaan prinsip-prinsip ini secara konkret dirumuskan dalam strategi a tau progam anti 
kecurangan bisnisl korporasi. Steve Dawson merumuskan 6 (enam) elemen dari progam anti 
kecurangan sesuai hasil modifikasi alas stuktur desain kontrol internal yang dibuat oleh The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COS0).31 Enam elemen 
tersebul terdiri atas: (1) Lingkungan yang anti kecurangan (2) Manajemen risiko kecurangan (3) 
nndakan pengendalian (4) lnformasi dan dokumentasi progam (5) Komunikasi dan progam pelatihan 
anti kecurangan (6) Pengawasan dan perbaikan berkala.35 Berikut dapat dijelaskan satu persatu 
pelaksanaan enam elemen tersebut. Lingkungan yang anti kecurangan berarti setiap individu dalam 
korporasi harus memiliki pemikiran dan pematian sama terkait anti kecurangan, mulai dari pemilik 
korporasi, jajaran direksi, manajemen hingga setiap karyawan. Elemen ini diwujudkan dengan 
perumusan kebijakan anti kecurangan korporasi (anti-fraud policy) yang dipahami dan diperbaharui 
secara berkala. Setiap individu dalam korporasi harus mejadi subjek dari kebijakan ini, yang dibuktikan 
dengan penandatangan pernyataan alas kebijakan anti kecurangan. Pemyalaan yang ditandatangani 
tidak hanya dilakukan atas kebijakan anti kecurangans secara umum saja, tetapi juga secara spesitik 
untuk kebijakan-kebijakan seperti pelaporan kecurangan (fraud wistleblower policy) dan reimburse 
atau klaim biaya korporasi (corporate reimbursement policy)."" 

Elemen selanjutnya terkait manajemen risiko kecurangan. Pelaksanaan elemen ini 
diwujudkan dengan melakukan penilaian terhadap risiko-risiko kecurangan bisnis korporasi. Steve 

"Basel Committee on Banl<ing SuperviSion. op.cil .. h. ~
•tbi<f., 61. 
"'Tracy l. Coenen. e$S8fl/id/s of C<l~po<aiB Fraud, FIIW>CiBI Sta/"""""1 fraud, Ngw JersflY, John WilflY and Sons. Inc., 2008. h. 149. 
"The Commin88 of SpOII$<lril>g Otpan;zadons of lito Treadway Commission (COSO) mert.l'al<an i<omi$1 gab<.<lgan Cfari bell>agai asosiasi alrunlan 

dan aadi1or di Ameril<a Sorika\ yang ~Bit un\u\ mengemilangl<an kerangka l«tlja oan peltJriuk·petunjul< unlul< konlrol internal. manajemoo risil<o serta 
penoegahan dan pembBranlasalt kecurangan pada korpo<asi (ootpOillte ttaOO), diWip dari Stm Oawson, Internal C<Jn/Jt)//Anti·fraud Progtam Deoign /Of The 
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Dawson menguraikan langkah-langkah praktik dalam melakukan penilaian risiko kecurangan yang 
dimulai dengan memahami prinsip petunjuk, menentukan peserta penilai yang idealnya mewakili 
seluruh divisi korporasi, pengumpulan informasi, terakhir inengidentifikasi area risiko kecurangan. 
ldentifikasi area risiko kecurangan dilakukan dengan tiga langkah berikutnya: Pertama; menentukan 
kemungkinan cara-cara bagaimana seseroang bisa mencurangi atau memanipulasi tiga komponen 
dasar aset korporasi (uang baik di bank atau kas, piutang dan barang). Kedua; menentukan 
kecenderungan cara kecurangan terjadi sebagai prioritas. Ketiga, menentukan dampak kerugian 
terhadap korporasi jika terjadi., 

Elemen berikutnya terkait tindakan pengendalian. Elemen ini secara spesifik merupakan 
lindak lanjul alas risiko-risiko yang Ielah leridentifikasi pada pelaksanaan penilaian risiko sebelumnya, 
oleh karena itu perwujudan elemen ini dapal berteda-beda bergantung pada risiko yang teridentifikasi 
pada suatu korporasi. Akan tetapi, pada elemen ini tetap ada tindakan pengedalian dasar yang harus 
dilakukan oleh setiap korporasi untuk meredam risiko-risiko kecurangan secara umum, yakni adanya 
alur organisasi yang menenlukan kewenangan tiap level dan rantai keputusan, adanya deskripsi 
formal pekerjaan secara lertulis untuk semua posisi, evaluasi peforma karyawan, perlindungan 
asuransi korporasi alas kecurangan karyawan yang Ieiah terjadi, mekanisme pelaporan kecurangan 
(whitleblowing system), pengecekan Jatar belakang dan referensi calon karyawan, adanya data terkait 
konHik kepentingan seperti hubungan keluarga, hubungan bisnis dan keuangan seliap karyawan 
dengan orang-orang di luar koporasi, pengaturan waktu libur wajib karyawan, perhitungan fisik aset 
korporasi secara rutin, persetujuan pemilik atau manajemem korporasi untuk segala tindakan terkait 
asel korporasi (kas, piutang, barang) dan penyesuian tagihan korporasi, serta validasi informasi alas 
setiap mitra usaha korporasi. 38 

Berdasarkan sekian banyak tindakan pengendalian di alas, Tracy Coenen fokus 
mengelompokkannya dalam 6 ( enam) tindakan pengendalian pokok, yakni tindakan perlindungan alas 
aset baik secara fisik maupun data, pemisahan tugas dengan lidak mengalokasikan terlalu banyak 
kewenangan dan akses pada satu jabalarV posisi serta pene rapan sistem sa ling cek antara karyawan. 
Adanya mekanisme persetujuan untuk transaksi-trankasi tertentu serta pengecekan peforma 
karyawan secara independen, termasuk melakukan suprises aud~ atau surveillance audit yang 
dilakukan unluk memeriksa kinerja karyawan bahwa tanpa disadari oleh karyawan itu sendiri. 
Berikutnya tindakan terkait sistem pelaporan kecurangan/ pelanggaran, sistem ini utamanya dilakukan 
dengan mekanisme anonim atau pelapor tidak dapat diketahui/ diungkap identitasnya (anonymous 
whistleblower}, menggunakan komunikasi hotline khusus pelapor, perluasan akses pelapor termasuk 
bagi konsumen dan mitra bisnis, jaminan tidak ada pembalasan, hingga sistem perhargaan yang 
dilakukan secara rahasia. Sistem pelaporan ini tentu akan berlanjut pada tindakan invesligasi yang 
didasarkan pada indikator-indikator tertentu yang menunjukkan kecurangan sebatas pada kecurigaan 
hingga kecurangan dinyatakan benar telah terjadi.38 

Proses investigasi bertujuan untuk memeriksa dan memperoleh bukti sebanyak dan 
seakurat mungkin sehingga diperoleh keyakinan bahwa kecurangan benar Ieiah terjadi.lnti pokok dari 
investigasi kecurangan terletak pada pemeriksaan alas dokumen-dokumen korporasi, baik itu 
dokumen fisik maupun dokumen digital, yang selanjutnya didukung dengan pemeriksaan keterangan 
oleh orang-orang terkait. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi ruang lingkup dan tindakan
tindakan yang dilakukan selama proses investigasi, yakni potensi kerugian yang diderita, 

"Steve Dawson. op.cif., II. 41-48 
....... h. S9~ 

"TI3C)' L Coonon. op.at_ll. 151-158. 

Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia I 205 



kemungkinan pengembalian kerugian, perlindungan asuransi, anggaran untuk investigasi, 
kemampuan k01p0rasi melakukan invesligasi dan kemungkinan penggunaan konsultan ekstemal, 
anggaran untuk investigasi, keinginan dari pemilik korporasi dan lerakhir yang paling penting adalah 
tindakan penegakan serta pemulihan, termasuk lindakan hukum yang dilakukan baik dalam ranah 
hukum keperdataan dan hukum pidana.'" 

T erakhir lerkait dengan lindakan pengawasan, tindakan ini berarti setiap otoritas terkait 
pada korporasi harus memiliki akses pengawasan pada hal-hal vital yakni sistem komputer, bangunan, 
gudang dan sistem akuntansi. Beberapa hal penting yang harus diawasi di antaranya tindakan 
penggunaan email, akun perusahaan, penggantian password, hingga penyesuaian data-data 
akuntansi." Elemen progam anti kecurangan bisnis/ korporasi yang keempat adalah informasi dan 
dokumentasi progam. Elemen ini dapal dipahami sederhana saja yakni seluruh pelaksanaan ketiga 
elemen lersebut di alas harus dituangkan atau didokumentasikan secara lertulis. Setiap kebijakan, 
penilaian risiko dan lindakan-lindakan pengendalian anti kecurangan harus memiliki dokumen 
tertulisnya masing-masing. Elemen berikulnya terkait komunikasi dan progam pelatihan anti 
kecurangan. Jika setiap kebijakan, penilaian risiko dan tindakan-tindakan pengendalian anti 
kecurangan Ieiah didokumentasikan dengan baik maka mengkomunikasikannya pada seluruh 
individu korporasi menjadi langkah selanjutnya. Komunikasi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk 
mulai dari penandalanganan kebijakan tertulis, sosialisasi dengan l>erbagai rapat, bahkan pelatihan 
wajib bagi setiap karyawan untuk progam anti kecurangan. Elemen terakhir adalah pengawasan dan 
perbaikan. Elemen ini terkait dengan evaluasi atas progam yang telah dijalankan. Apabila ada 
ketidakpatuhan karyawan lerhadap kebijakan, penilaian risiko atau tindakan pengendalian, maka 
evaluasi berfungsi untuk memahami penyebab ketidakpatuhan, apakah karena individu karyawan 
tersebul a tau juslru dari desain progam yang bermasalah.42 

Prinsip integrilas selanjutnya berkaitan dengan audit ektemal. Audit pada dasamya 
merupakan penilaian alas kebijakan dipilih korporasi, proses dan tindakannya apakah Ieiah sesuai 
dengan bisnis korporasi dan memaslikan kepatuhan pihak-pihak atas kebijakan dan proses tersebut. 
Jika dikaitkan dengan integritas sistem keuangan korporasi maka audit dapat dilakukan untuk menilai 
kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip yang ada dan menilai kepatuhan para pihak alas prinsip
prinsip tersebut. Pemilihan auditor ekstemal jelas harus dilakukan dengan basis portfolio, 
independensi dan profesionalitas bahkan auditor ekstemal harus diganti atau dirotasi secara berkala 
sehingga lidak dilakukan oleh satu atau dua lembaga saja.~ Prinsip integrias sistem keuangan 
selanjutnya adalah prinsip tala kelola korporasi. Prinsip lata kelola korporasi secara umum dapat 
merujuk pada Prinsip Tala Kelola Korporasi G20/ OECO. Prinsip ini tidak hanya meliputi kewajiban 
bagi korporasi itu sendiri, letapi juga kewajiban bagi negara dan pihak-pihak terkait lainnya. Prinsip
prinsip tala kelola korporasi ini secara luas Ieiah mencakup pula prinsip integritas sislem keuangan 
lainnya yakni prinsip pengawasan direksi dan manajemen senior, prinsip transaksi pihak-pihak terkait 
serta prinsip kelerbukaan dan tranparansi. Secara lengkap berikut diuraikan 6 (enam) prinsip utama 
Prinsip Tata Kelola Korporasi G20/ OECO sebagai berikut: 

( 1) Basis kerangka kerja yange elektif bagi korporasi. Kerangka kerja korporasi meliputi peraturan 
perundang-undangan, peraturan korporasi, peraturan-peraturan asosiasi korporasi, praktik
praktik bisnis korporasi yang seluruhnya mengedepankan transparasi, efektifitas dan 

•lllid., h.12H42. 
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pembenlukan pasar yang adil. Termasuk konsislensi dalam menjunjung l inggi aluran-aturan 
hukum, pengawasan dan penegakannya. 

(2) Hak-hak dan perlakuan yang selara anlara pemegang saham. Kerangka kerja korporasi harus 
memberikan pertindungan hak-hak dan jaminan pertakuan yang setara pada semua 
pemegang saham termasuk pemegang saham minnorilas dan asing. Semua pemegang 
saham harus memperoleh kesempalan untuk memperoleh perbaikan efektif alas pelanggaran 
haknya jika terjadi. 

(3) Investor instilusi, pasar modal dan peranlara lainnya. Kerangka kerja korporasi harus 
menyediakan insentif yang sehal bagi investor, serta dukungan terhadap fungsi-fungsi pasar 
modal sesuai lata kelola korporasi yang baik. 

(4) Peran para pemangku kepentingan dalam lata kelola korporasi. Kerangka kerja korporasi 
harus mengenal hak-hak para pemangku kepenlingan yang dijamin oleh peraturan 
perundang-undangan, baik melalui perjanjian ataupun kerjasama aktif antara korporasi dan 
pemangku kepentinga dalam mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, kesejahaleraan 
dan kesehatan keuangan korporasi. 

(5) Ketertukaan dan transparansi. Kerangka kerja korporasi harus memastikan secara berkala 
dan akurat bahwa keterbukaan menjadi materi ulama setiap aspek korporasi di anlaranya, 
kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan lata kelola korporasi. 

(6) T anggung jawab direksi dan dewan komisaris. Kerangka kerja korporasi harus memastikan 
adanya petunjuk strategis korporasi, pengawasan efektif manajemen oleh direksi dan 
pertanggungjawaban direksi pad a pemegang saham. 

Dari keenam prinsip lersebut di alas, penjabaran beberapa prinsipnya lernyata berkaitan dengan 
prinsip integritas sistem keuangan berupa transaksi pihak terkait (related party transaction). T ransaksi 
pihak lerkait dapat dipahami sebagai transaksi yang dilakukan korporasi dengan entitas tertenlu yang 
mengontrol dan terkail dengan pengelolaan korporasi lersebul, dalam hal ini termasuk di anlaranya 
lransaksi yang dilakukan dengan pemegang saham, kerabat pemegang saham hingga dengan 
personil-personil direksi dan majemen ulama dari korporasi lersebut. Pengaluran tranksasi pihak 
terkait ini panting dilakukan unluk menghindari konflik kepenlingan, polensi kecurangan (korupsi 
dalam korporasi) serta perlindungan bagi kepenlingan korporasi dan pemegang saham secara 
keseluruhan. Pengaturan terkail prinsip ini dilakukan di anlaranya dengan melibalkan peran direksi 
dan komisaris yang independen, bahkan perselujuan para pemegang saham unluk memeriksa 
apakah transaksi pihak terkait ini memiliki kepenlingan lebih besar bagi korporasi atau tidak. Jika 
juslifikasi kepenlingan individu atau konflik kepentingan lebih besar maka lransaksi yang der:nikian 
bisa ditolak. Pengaturan lainnya lerkait dengan kelertukaan dan lransparansi alas lransaksi ini. 
Transkasi yang demikian harus lertuka unluk pasar sehingga transaksi ini tidak lerlihal hanya 
dilujukan untuk pihak lerkait saja, letapi juga secara adil bagi seluruh investor dan milra bisnis lainnya 
berdasarkan kualitas yang menguntungkan korporasi dan tidak menimbulkan risiko kecurangan." 

Prinsip integritas sislem keuangan berikutnya adalah yang menyasar kualilas manusia 
pada korporasi yang disebul dengan uji kelayakan/ kepalutan integritas individu (vetting/ integrity due 
diligence). Uji kelayakan integr~as individu umumnya dilakukan dengan memeriksa latar belakang 
calon karyawan sebelum dipekerjakan, lermasuk bertagai pihak yang berhubungan dengan 
korporasi, mulai dari pihak profesi yang jasanya diguanakan oleh korporasi (advokat, akuntan) hingga 
mitra yang menjalin hubungan bisnis dengan korporasi. Pemeriksaan ini melipuli kemungkinan 
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catatan kriminal, termasuk penggunaan obat-obatan terlarang, fakta terl<a~ hubungan dengan 
korporasi lainnya (sebelumnya) hingga setiap detail catatan referensi dari pihak lain. Jika terkait caJon 
karyawan, indikator pemeriksaan yang digunakan tidak hanya terkait dengan kemungkinan catatan 
kriminal yang dimiliki, tetapi juga ketepatan informasi tentang profil yang diberikan, jenjang pendidikan, 
pelatihan, sertifikasi, kualifikasi kemampuan dan pengalaman yang diakuinya (apakah caJon karyawan 
berbohong atau tidak tentang hal-hal yang dicantumkan dalam daftar riwayat hidup), termasuk juga 
kemungkinan permasalahan pada peke~aan sebelumnya. Pemeriksaan ini juga bisa dilakukan saat 
hendak memberikan penghargaan atas prestasi karyawan, seperti kejujuran atau kontribusinya 
membongkar kecurangan pada korporasi. Hasil pemeriksaan ini akan memberikan kesimpulan atas 
kualitas integritas orangtersebut.'5 

Prinsip terakhir yang penting untuk dijelaskan adalah terkait uji tuntas nasabah (customer 
due diligence/ COD) atau dalam kerangka yang lebih luas dikenal juga dengan prinsip mengenali 
pengguna jasa. Pada rezim anti pencucian uang prinsip ini sebenamya difokuskan pada institusil 
korporasi yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi digunakan oleh para pelaku pencucian uang untuk 
menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatannya. lnstitusi/ korporasi yang dimaksud jelas 
merupakan institusi dengan core business jasa keuangan, dan institusi non-keuangan berisiko 
lainnya, yang menurut UU No. 8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015 diidentifikasi sebagai 
perusahaan propertilagen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan 
perhiasanllogam mulia, pedagang barang seni dan antik serta balai lelang. Secara prinsip, 
Rekomendasi FATF mengharuskan institusi-instnusi yang menjadi subjek rezim anti pencucian uang 
tersebut melakukan berbagai tindakan uji tuntas nasabah/ pengguna jasa. Tindakan-tindakan tersebut 
di antaranya: 

(1) Mengidentifikasi dan melakukan verifikasi atas identitas nasabaW pengguna jasa, apakah 
nasabah tersebut menggunakan identitas yang terpercaya, berdasarkan dokumen data atau 
informasi yang independen dan diyakini kebenarannya. 

(2) Mengidentifikasi adanya pemilik manfaat dari hubungan bisnis yang dibentuk, selain nasabah 
atau dengan kala lain pemeriksaaan dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan bisnis 
dengan institusi tersebut dilakukan untuk orang lain atau tidak. Jika ada, maka harus ada 
tindakan untuk meverifikasi identitas pemilik manfaat tersebut, termasuk hubungan 
kepemilikannya dan struktur kontrol antara nasabah dan pemilik manfaat. 

(3) Memahami dan memperoleh informasi serta segala data pendukung dengan tujuan untuk 
mengetahui dan memastikan hubungan bisnis sebenamya yang hendak dibangun nasabah. 

(4) Uji tuntas nasabah dilakukan secara berkelanjutnya dalam hubungan bisnis dengan nasabah 
dan pengawasan setiap tranksasi dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan bisnis dan 
transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai dan konsistesi dengan pengetahuan institusi 
tentang nasabah yakni profil risiko dan bisnisnya hingga sumber dana nasabah tersebut 
(ongoing COD). Termasuk terhadap nasabah-nasabah yang memiliki risiko tinggi terhadap 
tindakan pencucian uang seperti orang-orang kategori political exposed person, maka 
institusi harus melakukan uji tuntas secara lebih mendalam (enhanced due diligence!EDD).<& 

Pengujian tuntas nasabahl pengguna jasa secara lebih mendalam (enhanced due diligence) pada 
pokoknya berupaya memperoleh informasi dan data lainnya terl<ait nasabaW pengguna jasa 
selengkap-lengkapnya selain identitasnya. Tindakan-tindakan enhanced due diligence yang dapat 

"The State o1 ~(Crime and Com.o!Jtion Commi&siocVCCC). Risics In Rec:ni!menl Ani Yoo Adoquailly Vofti>p Your SlaJrl www.ccc.qld 
.goY.alll~rioo\ diabos 12 Februari 2019. 
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dilakukan di antaranya: 
(1) Memperoleh segala informasi lainnya terka~ nasabahl pengguna jasa, mulai dari pekeljaan, 

total kekayaan, dan segala informasi lainnya y~mg dapat diperoleh pada database publik, 
internet dan sebagainya. lnformasi dan data ini juga harus diperbaharui termasuk informasi 
dan data tentang penerima manfaat. 

(2} Memperoleh segala informasi tambahan untuk mengetahui sifat hubungan bisnis sebenamya 
yang dikehendakl, apakah ada maksud dan tujuan lainnya. 

(3} Memperoleh segala informasi tentang sumber dana a tau kekayaan nasabahl pengguna jasa. 
(4} Memperoleh informasi tetang alasan sebenamya dikehendaki alas pelalc.sanaan transaksi. 
(5} Peroleh informasi-informasi tersebut di alas dilakukan dengan berbagai upaya mulai dari 

ke~a-ke~a intelijen, hingga analisis pad a berbagai media. 
(6} Memperoleh persetujuan dari manajemen senior untuk memutuskan memulai atau 

melanjutkan hubungan bisnis. 
(7) Melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap hubungan bisnis yang dilakukan dengan 

meningkatkan tindakan kontrol dan memilih pola-pola transaksi yang penting untuk diperiksa 
lebih lanjut. 

Tindakan uji tuntas nasabah ini tidak bisa berjalan sendiri, karena berdasarkan pendekatan berbasis 
risiko, sebelum tindakan ini dilakukan secara spesifik, maka institusi-institusi yang menjadi subjek 
rezim anti pencucian uang harus melakukan penilaian risiko (risk assessment)ter!ebih dahulu. 

Penilaian risiko ini dilakukan untuk mengetahui tingkatan dan titik-titik k.erentanan yang ada 
dalam institusi tersebut dan menyimpulkan tindakan uji tuntas nasabah yang sesuai dengan 
kerentanan tersebut, dengan memperhatikan beberapa faktor di antaranya: (1) Karakteristik, ukuran, 
keberagamaan dan kompleksitas bisnis (2) Target pasar dari insmusi (3) Jumlah nasabah atau 
pengguna jasa yang teridentifikasi memiliki risio tinggi (3) Negara yang berkaitan dengan institusi 
tersebut, apakah negara ternpat institusi melakukan aktivitas atau negara asal nasabahl pengguna 
jasa. Negara atau yurisdiksi ini utamanya menjadi pertimbangan jika ada risiko tinggi negara-negara 
tersebut terhadap kejahatan korupsi, kejahatan terorganisir serta defisiensi upaya anti pencucian uang 
(4) Saluran distribusi termasuk penggunaan teknOiogi terkait dan pihak ketiga yang berhubungan 
dengan institusi dan nasabah (5) Audit internal dan pembentukan regulasi (6) Ukuran dan jumlah 
transaksi yang dilakukan, dengan mempertimbangkan aktivitas rutin serta profil mayoritas nasabahl 
pengguna jasa.'7 Setelah penilaian risiko dilakukan barulah kemudian bentuk tindakan uji tuntas 
nasabah jasa dipilih dan diterapkan sebagai bentuk mitigasi risiko. Alas pengenalan dan pemantauan 
terhadap nasabah tersebut di atas, subjek-subjek dalam rezim anti pencuclan uang memiliki kewajiban 
selanjutnya sebagai lanjutan dari mitigasi risiko apabila dari hasil pemantauan menemukan aktivitas
aktivitas mencurigakan dari nasabahnya, yakni kewajiban pelaporan pada unit intelijen keuangan atau 
di Indonesia dikenal dengan PPATK. Pelaporan dllakukan untuk jenis-jenls transaksi tertentu yang 
dilakukan nasabah seperti transaksi mencurigakan berindikasi tindak pidana pencucian uang dan 
pendanaan terorisme, transaksi tunai minimal Rp. 500 juta dan transaksi ke dalam atau ke luar negeri. 

Setelah tindakan mitigasi-mitigasi risiko tersebut dilakukan, maka tahapan akhir yang 
dilakukan dalam kerangka rezim anti pencucian uang adalah tindakan kontrol internal, tata kelola dan 
pengawasan. Tindakan-tindakan ini meliputi penyesuian kebijakan institusi dengan penilai risiko 
nasional (negara), pengawasan kepatuhan karyawan alas pelaksanaan mitigasi risiko, hingga 
pelaksanaan pelatihan bagi karyawan terkait kepatuhan atas mitigasi risiko dan standar-standar rezim 

"FATF, G.-.ce ForaRlsJ<.IIasedAppioM:/1 The 8dnlcingS«;tor, Pans, FATF,2016,h. 17·18. 
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antipencucian yang menjadi kebijakan institusi. Apabila digambarkan, maka pelaksanaan uji tuntas 
nasabah/ pengguna jasa dalam kerangka standar rezim anti pencucian uang dapat dirumuskan dalam 
skema berikut: 

Skema2. 
Pelaksanaan Uji Tuntas Nasabahl Pengguna Jasa dalam Kerangka Standar Rezim Anti Pencucian 

Uang 

Pada konteks korporasi yang menjadi subjek-subjek rezim anti pencucian uang, maka pelaksanaan 
prinsip uji tuntas nasabah/ pengguna jasa dilakukan berdasakan peraturan yang Ielah dirumuskan 
oleh masing-masing lembaga pengawas dan pengatur. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya: 

( 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program 
Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan 

(2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang 
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 
Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Val uta Asing Bukan Bank 

(3) Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali 
Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain 

Sedangkan pada konteks korporasi secara umum (tidak terbatas pada subjek-subjek rezim anti 
pencucian uang) maka tindakan berdasarkan prinsip yang sama juga dapat diterapkan pada 
pengguna atau konsumen dari bisnis korporasi dengan usaha pokok (core business) apapun. 
Korporasi setidaknya harus memiliki dan menerapkan kebijakan untuk mengenali setiap pengguna 
atau konsumen dari bisnisnya. Korporasi juga harus melakukan verifikasi atas identitas atau profil 
pengguna/ konsumen bisnisnya berdasarkan data yang akurat dam dapat dijamin kebenarannya. 
Korporasi juga harus mengantisipasi segala bentuk hubungan bisnis yang dilakukan bukan untuk 
tujuan dari pengguna/ konsumen tersebut atau dengan kata lain hubungan bisnis dilakukan untuk 
tujuan dari orang lain atau penerima manfaat lainnya (beneficial ownership). Pengujian tuntas alas 
pengguna/ konsumen bisnis korporasi secara -prinsip harus pula dilakukan dengan pendekatan 
berbasis risiko, artinya sebelum tindakan ini dilakukan maka penilaian risiko dilakukan terfebih dahulu. 

Penilaian risiko dan uji tuntas pengguna/ konsumen bisnis korporasi tidak harus kompleks 
dan rumit, namun yang terpenting adalah tindakan-tindakan ini sepadan untuk mencegah dan 
memitigasi risiko yang dihadapi tanpa merugikan kepentingan korporasi dalam memperoleh 
keuntungan, kepentingan penggunal konsumen dalam memenuhi kebutuhannya serta kepentingan 
hubungan baik antara korporasi dan pengguna/ konsumen bisnis korporasi. Bahkan tindakan 
pengujian tuntas atas pengguna/ konsumen bisnis dapat disederhanakan menurut Rekomendasi 
FATF, apabila hasil penilaian risiko menujukkan risiko pencucian uang bisnis korporasi tersebut 
rendah. Penyederhanaan uji tuntas alas pengguna/ konsumen bisnis dilakukan dengan cara-<:ara di 
antaranya: ( 1) Verifikasi alas identitas pengguna atau konsumen serta. pemilik manfaat tetap dilakukan 
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dengan ukuran-ukuran tertentu seperti batas minimal transaksi (2) Mengurangi frekuensi 
pembaharuan data pengguna atau konsumen bisnis k?rporasi (3) Mengurangi pemantauan dan 
pemetiksaan atas tranksasi·transaksi yang tidak memenuhi batas minimal pemeriksaan (4) 
Mengurangi pengumpulan informasi tentang sifat hubungan bisnis, tujuan sebenamya transaksi jika 
tranksaksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pemeriksaan." Penerapan kebijakan serupa 
sebenamya tidak hanya dapat dilakukan pada pengguna/ konsumen korporasi saja tetapi juga pada 
mitra-mitra atau pihak lainnya yang menjalin hubungan bisnis dengan korporasi, seperti vendor 
korporasi, mitra bisnis berasama dan sebagainya Hal ini panting dilakukan demikian karena sesuai 
pemahamannya, jika prinsip-prinsip sebelumnya lebih banyak fokus mengantisipasi penyalahgunaan 
a tau kecurangan sistem keuangan dari dalam korporasi, maka prinsip uji tuntas pengguna korporasi ini 
merupakan prinsip paling utama untuk menoegah penyalahgunaan atau kecurangan sistem keuangan 
dari luar korporasi. Pihak-pihak dari luar korpoasi tentu tidak hanya konsumen korporasi itu saja, tetapi 
juga meliputi mitra bisnis dari korporasi tersebut. 

Apabila dikaitkan dengan kejahatan pencucian uang, maka kejahatan ini merupakan 
bentuk penyalahgunaan sistem keuangan yang paling berisikio tinggi merusak integritas sistem 
keuangan korporasi. Kejahatan pencucian uang membuat seolah-olah uang atau harta kekayaan 
(hasil kejahatan) yang dimasukkan dalam hubungan bisnis dengan korporasi dan sistem keuangan 
korporasi tampak sah, dan pelaku dapat menikmati hasil kejahatan tersebut." Perbuatan pelaku yang 
demikian, terutama jika dilakukan terus menerus dan dalam skala besar, maka pasti menimbulkan 
dampak negatif berantai lainnya pada korporasi, mulai dari mengganggu stabilitas sistem 
keuangannya (misalnya, mengganggu aktivitas-aktivitas korporasi tersebut karena harus berurusan 
dengan penegakan hukum dan perampasan aset), merusak reputasi korporasi tersebut (misalnya, 
suatu korporasi dianggap melindungi kejahatan dan tempat memfasilitasi hasil-hasil kejahatan), 
mendorong te~adinya kejahatan-kejahatan asal (pelaku kejahatan asal seperti penipuan dan korupsi 
semakin termotivasi karena adanya pertimbangan bahwa hasil kejahatannya dapat dinikmati dengan 
mudah), melemahkan investasi dan mendistorsi aliran modal (masyarakat dan pelaku bisnis menilai 
adanya risiko tinggi karena investasi dan modalnya ditempatkan bersama dengan hasil kejahatan).50 

Penerapan uji tuntas pada pengguna/ konsumen bisnis korporasi setidaknya mampu membentuk 
indikasi panting bagi korporasi untuk memilah dan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak tertentu 
di luar korporasi, apakah pihak tersebut bebas dari risiko penyalahgunaan/ kejahatan termasuk 
pencucian uang a tau apakah pihak tersebut memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan/ kejahatan 
yang dapat merusak integritas sistem keuangan korporasi sehingga patut untuk dilakukan pemutusan 
hubungan dengan korporasi. . 

Jika menelaah masing-masing komponen integritas sistem keuangan korporasi, maka 
dapat dipahami bahwa komponen yang dikemukakan oleh R. Barry Johnston dan John Abbott tersebut 
saling berkaitan satu sama lain, atau bahkan satu prinsip sebenamya Ielah mencakup prinsip lainnya. 
Oleh karena itu, jika hendak diringkas dan dikategorikan, maka penerapan prinsip-prinsip yang 
melindungi integritas sistem keuangan tersebut dapat diuraikan dalam strategi-strategi dasar sebagai 
berikut: 

(1) Strategi umum sebagai kerangka dasar yang dapat diterapkan untuk menanggulangi 
penyalahgunaan sistem keuangan, baik yang dilakukan oleh pihak dalam maupun pihak luar 
korporasi. 

"FATF, op.c/1.,11. 66-67. 
*Peter Alldridgt, Willi Willi W7oog Will! Monty l.N><fOring Law?, london, Plf9ra>'l Maanilatl UK. 2016. h 35. 
"F~ u.._ Belo, ~ Anf Mot>ty u~A'!dori'19 ~.Set l'nJIIr;:flng Tl>eQy liltS Monty l MdtrfngOIJicm, Al>ujo, 

P ... MocmillonUK, 2016, h. ~27 
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Upaya-upaya yang dibentuk dalam strategi ini secara simuttan berdampak untuk 
penanggulangan kecurangan atau kejahatan o!eh orang dalam korporasi maupun orang luar 
korporasi. Strategi ini meliputi, kebijakan lata ke!ola korporasi yang baik (good corporate 
governance), tindakan pengawasan korporasi, audit internal dan ekstemal atas kepatuhan 
pelaksanaan strategi yang Ielah ditetapkan, regulasi untuk transaksi pihak terl<ait (related 
patty transaction), uji kelayakan/ kepatutan integritas individu, sistem pelaporan kecurangan 
(whistleblowing system)dan investigasi. 

(2) Strategi anti-kecurangan korporasi yang fokus menanggulangi penyalahgunaan sistem 
keuangan oleh pihak dalam korporasi. 
Upaya-upaya yang dibentuk dalam strategi ini fokus ditujukan untuk mencegah, mendeteksi 
dan menangani kecurangan atau kejahatan keuangan yang dilakukan terhadap korporasi 
(crime against corporation) atau yang secara umum dikenal dengan kejahatan karyawan, 
kecurangan dalam pekerjaan, atau penipuan internal (employee crime/ occupational fraud/ 
internal fraud) termasuk pula kemungkinan terjadinya kejahatan keuangan untuk korporasi 
(crimes for corporation), dalam bentuk konkretnya terdiri alas yakni penyalahgunaan aset, 
korupsi, dan kecurangan atas instrumen a tau laporan keuangan. Strategi ini meliputi tindakan 
anti fraud policy, manajemen risiko kecurangan, tindakan pengendalian kecurangan, evaluasi 

(3) Strategi berdasarkan rezim anti pencucian uang yang fokus menanggulangi penyalahgunaan 
sistem keuangan oleh pihak luar korporasi. 

Standar-standar yang dibangun rezim anti pencucian pada dasamya merupakan upaya 
komprehensif yang dilakukan untuk mencegah (memitigasi) dan menangani penyalahgunaan 
sistem keuangan oleh orang-orang yang berasal dari luar sistem tersebut khusus kejahatan 
pencucian uang dan segala kejahatan asalnya, sebab kejahatan pencucian uang berititik tolak 
pada tujuan dan modus untuk memasuki serta memanfaatkan sistem keuangan yang ada 
demi menutupi a tau menyamarl<an hasH kejahatan pelaku. 51 Strategi ini meliputi pembentukan 
anti money laundering policy, tindakan penilaian risiko pencucian uang, mitigasi risiko yang 
terdiri atas COD, EOD, pelaporan tranksaksi tertentu, serta pengawasan atas kepatuhan, 
evaluasi. 

Pada satu skema sederhana, maka penerapan prinsip integrilas sistem keuangan korporasi dapat 
dirumuskan sebagai berikut 

Skema3. 
Tiga Strategi Dasar Menanggulangi Penyalahgunaan Sistem Keuangan Korporasi 

( General Strategy 

[--------...... 1 1. GoodCorpoisi&Go>wnwlce 
AntiFraud Strategy 2. Corpomls~ 

'---------' 3. Sland8Jiz«1Ac>::ocl!lin gstsfem 
1. Anti Ff81Jd Policy 

2. Fraud Risk ManagetnBnt 
3. Fraud Control 
4. Evaluation 

4. lntSmsl and Exlemal Audit 
5. £~Mated Pllty Tnwaction Ragulab 
6. 111tegtfly Ow Di/fgenl» 
7. Whislleblowlng • fiMistigaticln and 

R«>mry S)16m 

''R. Bally Jolwlston dan Jolvl Abbott. op.cil., h. S.O. 

(,..-An-ti _Mone_y_La_undering __ . _S_tra_r_egy ___ J 

1. Anti l.bMy Wlded ng Policy 
2. Ri3lc Assesment 
3. Risk UitigiJion (COO, EDO, 

Repotllng) 
4. Eva.l.oltlbn 
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Upaya-upaya pada masing-masing slralegi dasar sebagaimana diuraikan lersebut di alas, pada 
dasamya dapat diklasifikasikan dalam 3 aspek yakni as~ek kebijakan (policy), aspek pengendalian 
(control) dan aspek evaluasi (evaluation). Aspek kebijakan (policy) melipuli prinsip-prinsip dan segala 
pengaturan yang dipilih korporasi dalam menanggulangi penyalahgunaan sislem keuangan korporasi. 
Kebijakan ini dituangkan tertulis dalam peraturan-peraturan korporasi dan harus dipahami oleh setiap 
subjek dalam korporasi, bahkan setiap subjek tersebul harus menjadi pihak dalam setiap peraturan, 
yang dapat dibuktikan dengan pemyalaan pribadi atas kepatuhan peraturan lersebut (corporation rule 
acknowledgment). Aspek pengendalian (control} merupakan standar-standar atau tindakan konkrel 
yang dilakukan korporasi unluk mengimplemenlasikan aspek kebijakan. Aspek ini meliputi lindakan 
yang kompleks alas pelaksanaan kebijakan mulai dari penyusunan slandar operasional, manajemen 
dan miligasi risiko, pengawasan, audit, hingga lahap edukasi alau pelalihan untuk subjek-subjek 
dalam korporasi (termasuk karyawan, manajemen dan direksi). 

Persamaan fundamental antara strategi anti kecurangan dan anti pencucian uang pada 
aspek pengendalian adafah sama-sama diwujudkan dengan pendekatan berbasis risiko, artinya ada 
lahapan penilaian cislko ler1ebih dahulu (manajemen risiko} untuk mengidentifikasi area dan tingkat 
risiko penyalahgunaan sistem keuangan dalam korporasi, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan 
mitigasi risiko yakni tindakan yang dipilih untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko-risiko 
yang Ieiah teridenlifikasi sebelumnya. Sedangkan pada strategi umum, aspek pengendalian ini terdiri 
alas tindakan·lindakan yang secara umum berdampak pada pengurangan seluruh risiko 
penyalahgunaan sistem keuangan baik oleh pihak dalam, pihak luar luar maupun kerjasama 
keduannya. Terkait aspek evaluasi, maka upaya ini dilakukan untuk menilai apakah aspek kebijakan 
yang dipilih dan aspek pengendalian yang dilakukan sudah mampu menanggulangi penyalahgunaan 
sislem keuangan korporasi dengan baik atau lidak. Apabila terjadi pelanggaran a tau ketidakpatuhan, 
maka evaluasi akan berfungsi untuk memahami penyebab pelanggaran atau ketidakpatuhan, apakah 
karena individu tersebut atau justru dari desain kebijakan dan pengendalian yang bermasalah. Jika 
letak permasalahan utama ada pada kebijakan dan pengendalian, rnaka per1u dilakukan perbaikan, 
penyempurnaan a tau perubahan pada dua aspek tersebut. Dengan demikian, jika diilustrasikan, maka 
tiga aspek tersebut terhubung secara bertahap dalam satu siklus sebagai berikut: 

Skema4. 
Siklus Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Sistem Keuangan Korporasi .... 

':·-=-'./ 

PENUTUP 

lntegcitas sistem keuangan korporasi berarti keutuhan, kepatuhan dan kepatutan sistem 
keuangan korporasi sebagai sistem yang sah secara hukum (legitimate financial system). Upaya
upaya korporasi dalam meningkalkan nilai bisnis korporasinya ter1indungi dari penyalahgunaan-
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penyalahgunaan (abuse of financial system) dalam berbagai bentuk modus kecurangan atau 
kejahatan keuangan, baik dilakukan oleh pihak yang berada dalam sistem (insider), pihak yang berasal 
dari luar sistem tersebut {outsider), ataupun kerjasama keduanya. Perlindungan atas integritas sistem 
keuangan diwujudkan dengan penerapan yang konsekuen atas komponen-komponen integritas 
sistem keuangan. Penerapan komponen-komponen ini secara konkret dilakukan dengan tiga strategi 
dasar yakni strategi umum, strategi anti kecurangan dan strategi anti pencucian uang. Strategi umum 
merupakan kerangka dasar yang dapat dilerapkan untuk menanggulangi penyalahgunaan sistem 
keuangan, baik yang dilakukan oleh pihak dalam maupun pihak luar korporasi, sedangkan strategi 
anti-kecurangan korporasi ditujukan khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan sislem keuangan 
oleh pihak dalam korporasi dan strategi anti-pencucian uang ditujukan khusus untuk menanggulangi 
penyalahgunaan sistem keuangan oleh pihak luar korporasi. Ketiga strategi ini se!anjutnya secara 
simultan membentuk upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan sistem keuangan yang dilakukan 
secara terencana dan terorganisir melalui kerjasama antara pihak dalam dan pihak luar korporasi. 
Masing-masing strategi terdiri alas serangkaian upaya yang dapat diklasifikasikan dalam 3 aspek, 
yakni aspek kebijakan, aspek pengendalian dan aspek evaluasi. Tiga aspek tersebut terhubung 
secara bertahap membentuk siklus penanggulangan penyalahgunaan sistem keuangan korporasi 
yang berkesinambungan. 

Pada tataran praktis, korporasi-korporasi khususnya skala kecil hendaknya tidak abai dan 
mampu menerapakan strategi-strategi tersebut di alas dengan lebih konsisten. Hal ini sesuai dengan 
contoh-contoh kasus yang tefah dipaparkan bahwa terhadap korporasi skala besar dengan kebijakan 
dan sistem lebih kompleks saja, belum tentu mampu bertahan dari penyafahgunaan sistem keuangan, 
apalagi terhadap korporasi skala kecil yang tidak menerapkan strategi apapun untuk melindungi 
integritas sistem keuangannya. Penerapan strategi-strategi sebagaimana telah dijelaskan tersebut, 
tidak boleh diartikan hanya sebatas beban kepatuhan (compliance rule), tetapi harus diletakkan pada 
satu pemahaman bahwa penerapan strategi ini justru memberikan perlindungan hukum dengan 
dampak ekonomis siginifikan bagi korporasi itu sendiri. Sebab, dampak negatif yang ditimbulkan dari 
penyalahgunaan sistem keuangan korporasi tidak hanya sebatas kerugian korporasi itu saja, tetapi 
pacta tahap yang kronis juga dapat menyebakan kegagalan a tau kebankrutan bagi korporasi tersebut. 
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KATA PENGANTAR 

D ua puluh tahun berkarir sebagai praktisi hukum dan Advokat serta dua belas tahun 
mendirikan sebuah firma hukum yang bernama "MARTIN SURYANA & ASSOCIATES, 
ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS" belum lah cukup sebagai penanda 

pe~alanan karir yang paripuma. Pahit manis, timbultenggelam, dan pasang surut perjalanan 
serta pengalaman Ieiah dilalui. Namun pengalaman demi pengalaman akan pupus dengan 
berjalannya waktu. Kalimat bijak mengatakan "seorang ahli akan terus dikenang lewat karya dan 
tulisan-tulisan yang bermantaar. 

"Praise the Lord", tidak ada kala yang lebih sempuma selain ucapan syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Besar atas terselesaikannya sebuah karya ilmiah yang merupakan penanda kematangan 
berkarir dan berprofesi sebagai seorang Advokat dan praktisi hukum. Kumpulan catatan kritis ini 
bukanlah puncak dari perjalanan karir sebagai seorang Advokat, tetapi justru merupakan awal 
dari mimpi besar sebagai seorang ahli hukum yang tidak saja cakap di medan pertempuran dunia 
hukum, melainkan juga mumpuni secara keilmuan di bidang hukum. 

Terbitnya buku berjudul PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DIINDONESIA: Kumpulan Catalan 
Kritis, merupakan penerbitan perdana yang dilakukan bertepatan dengan hari jadi firma hukum 
kami yang ke-12 yang jatuh pada tanggal 23 Agustus dan sekaligus re-branding MARTIN 
SURYANA & ASSOCIATES. Bertepatan dengan momentum yang berbahagia tersebut, dengan 
bangga kami mempersembahkan MS CENTRE FOR LAW sebagai awal membangun mimpi 
besar dan idealisme hukum kami. 

Tidak ada yang lebih atau paling hebat diantara kami semua, mulai dari jajaran Chairman, Senior 
Associate, Associate, Lawyer, dan paralegal di "MARTIN SURYANA & ASSOCIATES" ingin 
memberikan karya terbaik kami bagi para client secara khusus dan bagi masyarakat pencari 
keadilan secara umum. Tulisan-tulisan berupa catatan kritis dari pengalaman profesional kami 
dapat terwujud bukan saja karena semangat juang kami, namun juga berkat kegigihan serta 
Iangan dingin dari tim editor, yaitu Or. Hwian Christianto, S.H., M.H., dan Or. Suhartati, S.H., 
M.Hum. yangsekaligus merupakan arsitekdan founderMS CENTRE FOR LAW. 
Thanks so much for both of you, Guys/ 

T erima kasih juga yang tak terhingga untuk semua penulis baik yang berafiliasi pada Martin 
Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants maupun para akademisi dari 
Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Ucapan terima kasih juga 
diberikan kepada tim paralegal yaitu Louis Sleyvent Eliezer Tappangan, S.H., Chesa Effendi, 
S.H., dan Rizki lstighfariana Achmadi, S.H. yang Ieiah ikut membantu dalam proses pembuatan 
buku ini, juga penerbil yang memungkinkan hadirnya buku ini ke tengah para pembaca. Buku ini 
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dipersembahkan juga bagi kedua orang tua saya, ibu mertua dan almarhum ayah mertua, istri 
tercinta, kedua buah hati saya, para guru, guru besar, dosen, dan para mentor serta senior saya 
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah mendidik dan memungkinkan saya 
dengan segala kekurangan dan kelebihan menjadi seorang Advokat. 

'Tak ada gading yang tak retak", tidak ada karya yang maha sempuma. Adagium ini merupakan 
cerminan dari penerbitan buku ini. Semoga kumpulan catatan kritis ini bermanfaat bagi para client 
yang kesemuanya bergerak di dunia bisnis maupun para pemerhati hukum, baik di dalam wilayah 
Indonesia maupun di luarwilayah Indonesia. Setidaknya, tulisan ini dapat memperkaya wawasan 
hukum bisnis di Indonesia sekaligus diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran bagi 
penyempurnaan pengaturan hukum, khususnya di bidang hukum bisnis di Indonesia. 

Salam, 

Dr. MARTIN SURYANA, S.H., M.Hum. 
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